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TENTANG

: PETUNJUK TEKNIS INSTRUKSI BUPATI PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR

PEDESAAN DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS

a bahwa upaya penguatan mfrastruktur pedesaan merupakan ‘salah

satu pnontas pembangunan daerah yang tertera dalam Rencana
Pembangunan o Jangka : Menengah Kabupaten Bengkalls

Tahun 2010—2015 dalam ravngka _»memngk_atkan kesejahteraan "

masyarakat

bahwa dalam pelaksanaan ‘otonomi desa terutama dalam rangka"
mendorong tercrptanya pemerlntahan yang lebih mklusrf yakni
pemerrntah yang memberrkan fuang lebih Iuas kepada semua jajaran )
pemerintahan desa dan masyarakat untuk dapat merencanakan dan

‘melaksanakan program penguatan mfrastruktur pedesaan sesuar :
4 ,dengan potensi, karaktenstlk dan kebutuhan serta kemampuan yang
“ada guna pemerataan dan percepatan pembangunan d| pedesaan

"-khususnya dalam upaya pemenuhan “infrastruktur _dasar 'bagr

f‘masyarakat perlu 'ad‘an‘ya o program penguatan : mfrastruktur

pedesaan

'bahwa berdasarkan pernmbangan sebagalmana dlmaksud dalam o
B huruf a dan huruf b serta dalam rangka pemanfaatan dana Instruksr e

o Bupatn Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Tahun Anggaran,]

2012, perlu menetapkan Peraturan Bupatl Bengkalrs tentang Petunjuk
Teknls Penggunaan Dana lnstruksr Bupatl Program Penguatan

o Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Bengkalrs

R B

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan ‘

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lrngkungan ‘Daerah Proprnsr |

._Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republrk Indonesra Tahun
1956 Nomor 25)




Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1' -

~(Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun ~2003 Nomor 47 e
: :Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan |
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonelsa Tahun 2004 No. 125 '

‘Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna No. 4437)

: Undang Undang Nomor 33 ‘Tahun. 2004 tentang Penmbangan A

Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Daerah (Lembaran Negarar

‘Republlk lndonesna Tahun 2004 No 126 Tambahan Lembaranr‘
| Negara Repubhk lndoneS|a No. 4438); . \ :

o Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesua Tahun 2011 S
: Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 5234)

.’Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang- Dana”i |
~ Penmbangan (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun2005‘

L Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a

Nomor 4575)

. ‘Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan : l
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun
. 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk : '

Indonesua Nomor 4578)

: Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomanr |

R Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan jA

10.

Daerah (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2005 Nomorf -

165 Tambahan Lembaran Negara Republlk . IndioneSIa”,,v

Nomor 4593)

.»‘Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan:, g
‘ Barang Mlllk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneSIa _ 3
"Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republlkf .

Indonesna Nomor 4609)

“Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
; Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneS|a Tahun 2005 Nomor -

- 165, Tambahan Lembaran : Negara Republlk lndqneSIa,-
E J'Nomor4593) e e



11,

12,

-3,

3

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011:

', tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
_ Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) ”

, Peraturan Pemerlntah Nomor 38 ‘Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan = Pemenntahan antara Pemerlntah Pemenntah Daerah'-:

- Provinsi, dan Pemenntah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
= "}"Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2004 No. 82 dan Tambahanv )
o Lembaran Negara Republlk Indonesua No 4737) B

'Peraturan PreSIden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

| ‘Barang/ Jasa Pemenntah

14,

15,

16

'Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedomanl‘ E
' Teknls Pengelolaan Barang Mlllk Daerah ' ‘

- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 fenfang L i

Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Daerah - Kabupaten Bengkalls

; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls " Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten‘ Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008

tentang OrganlsaS| dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan e

E ‘Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknls Daerah (Lembaran

7

18
ffPembangunan Jangka : Menengah Kabupaten | Bengkalls"’l}v;
8 _.Tahun 2010-2015 | S

19,

200

Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 10)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009  tentang

i‘Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten c

Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana‘

| Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 01 Tahun 2012 e
}tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkalls Tahun Anggaran 2012

Peraturan Bupatl Bengkalls Nomor 04 Tahun 2012 tentang : .

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ‘

"Bengkalls Tahun Anggaran 2012



&

Y

| Menetapkan :

' Memperhatikan :

Instruk31 Bupat| Bengkalls Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 11 Junl 20125

"tentang Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan R

T Kabupaten Bengkalls S

. ' ;MEMLVJ_TUSKAN:’

" PERATURAN BUPATI TENTANG  PETUNJUK ~ TEKNIS
~ PENGGUNAAN DANA INSTRUKS! BUPATI PROGRAM

PENGUATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN KABUPATEN BENGKALIS o

B - BABI
o KETENTUAN UMUM

Pasal 1

S Dalam Keputusan lnl yang dlmaksud dengan

1 Daerah Otonom selanjutnya dlsebut Daerah adalah Kesatuan y

a masyarakat hukum yang mempunyal batas batas wilayah - yang'
ﬁben/venang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentlngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan asp1rasn masyarakat dalam 'susunan Negara Kesatuan :

o -‘Republlk IndoneSIa

g Pemermtah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerahi

yang lain sebagal unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah

3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkahs o

4. Bupati adalah Bupatl Bengkalls

- 5f Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahan Desa (BPMPD) o

! adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa‘

~ (BPMPD) Kabupaten Bengkalis;

B, Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se—Kabupaten 1 5

Bengkahs

T Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memlllkl batas- batas | |

: W|Iayah yang bewvenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

".‘masyarakat setempat ‘berdasarkan asal usul dan  adat-istiadat
o setempat yang dlaku1 dan dlhormatl dalam S|stem Pemerlntahan o

o | Negara Kesatuan Republlk Indonesua




8 Kepala Desa adalah Pemlmpln darl Desa di Kabupaten Bengkalls

9 Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala "
‘ ‘~Desa untuk menenma menylmpan menyetorkan menatausahakan,
Lt membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam

‘ -‘rangka pelaksanaan APBDesa

| o “ 10 Petunjuk Tekms adalah Pedoman yang mengatur secara umum dan .

Secara Teknls tentang penyelenggaraan lnstruk3| Bupat| Program

Penguatan lnfrastruktur Pedesaan

9»11 Infrastruktur Pedesaan adalah fasnlltas yang ada d| desa yang -
merupakan kebutuhan dasar ﬁSIk pengorgamsasnan S|stem struktur ’
yang. dlperlukan untuk jamlnan “ ekonomi .sektor. publik sebagai
Iayanan dan fasmtas yang dlperlukan agar perekonomlan berfungsn o
dengan balk ‘ '

L 12. Instruk3| Bupatn iProgram Penguatan Infrastruktur Pedesaan (PPiP)

adalah Naskah Dmas yang bensnkan perlntah dari Bupatl kepada ‘

bawahan untuk pelaksanaan keglatan dalam rangka percepatan'; B

: Apenyedlaan mfrastruktur pedesaan dengan menitikberatkan pada"
""vyfproses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam

‘penyusunan perencanaan pelaksanaan keglatan dan pengelolaan
‘»]f,pembangunan mfrastruktur pedesaan ‘ ‘ "

- 13 Pendamplng Desa Pembangunan adalah Orang yang telah dllatlh dan

_ tugasnya membenkan blmblngan pembmaan dan pengawasan atas |
4 pengelolaan dan INBUP PPIP; ‘

14 Orgamsasn Masyarakat Setempat (OMS) adalah organlsa3| yang' |
dltetapkan/ dlbentuk melalun musyawarah desa yang disahkan oleh B
Kepala Desa

15 RAB adalah Perhltungan Blaya berdasarkan gambar tekms rencana[
‘ kerja dan spesﬁ' kaSl pekerjaan yang akan dlkerjakan yang menjadl

S acuan dalam pelaksanaan pekerjaan



BAB II
AZAS TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Dana lnstrukS| Bupatl Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Tahunv, _
".,'Anggaran 2012 dlgunakan “untuk memblayal keglatan dalam rangkaf

| _percepatan penyedlaan mfrastruktur pedesaan dengan menmkberatkan

e ;‘:;gpada proses pemberdayaan masyarakat melalm partnsnpas1 aktif dalam

- penyusunan perencanaan pelaksanaan keglatan dan pengelolaan

- pembangunan |nfrastruktur pedesaan

Y

PRIORITAS INFRASTRUKTUR
; Pasal 3 R :
: :’Penguatan lnfrastruktur pedesaan pada Pasal 1 dllaksanakan dengang

5 : Tprlontas yang dlrekomendaSIkan adalah :

R a) Keglatan yang dlsepakatl ‘melalui Musyawarah Desa dan telah

dilakukan verlfkaSI dan_ disahkan oleh -Badan Pemberdayaanug
,Masyayrakat dan Pembangunan ‘Desa a(BPMPD) Kabupaten"
Bengkalis. ' | g | -

', b)_fKeglatan yang dlperklrakan mampu dlkerjakan oleh masyarakat;

e “ -setempat dalam tahun anggaran yang berjalan : ‘ e
i c) Keglatan yang tldak terlalu memerlukan perhltungan atau anahsaj
 teknis yang. tlnggl (konstruk3| sederhana) atau teknologlnya sudah;r‘
~ dikuasai oleh desa/masyarakat ‘ '

. d) Kegiatan yang materlalnya mudah dlperoleh atau secara umum e

- tersedia serta berkualltas

e er)'_: Kegiatan - ; mfrastruktur ; untuk kepentmgan umurn ‘;menpqﬁ};f o

pembangunan Jalan llngkungan, parit - Ilngkungan no'rmalisas:i‘,' o

‘pembangunan - tanggul ‘pintu klip, pembangunan jeti dan’:
‘.j:'.dUW|ker/jembatan serta infrastruktur Iamnya | ‘ »
‘._f)' Kegiatan- keglabtan‘ _yang membutuhkan;. pembiayaan dibawah
~ Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ‘ :



PETUNJUK PENGGUNAAN DANA By

L N Pasal4 Cnii S
Penggunaan dana penguatan lnfrastruktur pedesaan Tahun Anggaranf';’
2012 sebagalmana dlmaksud pada Pasal 2 dllaksanakan sesuai dengan
petunjuk teknis yang tercantum dalam Iamplran Peraturan ini yang

: merupakan baglan yang tldak terplsahkan dari Peratura\n ini.

PENYAMPAIAN LAPORAN -
o Pasal5

vDesa penerlma dana Penguatan lnfrastruRtur Pedesaan harus

menyampalkan laporan pelaksanaan Penguatan mfrastruktur pedesaan -

‘kepada Bupatl Bengkalls cq Badan Pemberdayaan Masyarakat dan' L

o ‘Pemerlntahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkahs E [

Pasal 6 .
‘Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal d|undangkan

Agar setlap orang dapat mengetahumya memenntahkan pengundangan‘

e “peraturan’ |n| dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten'
e Bengkahs ] ; ,

Ditetapkan divBe'ngkalis' ,

 padatanggal 25 JuN 20r2
. P.BUPAT LIS,

IYAN SALEH
Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 25 QW\ ao\’l v ‘
B SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

T
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~ PEMBINA UTAMA MUDA
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS e
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